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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dengan terlaksananya proses persiapan dan pemindahan Ibu Kota, maka sudah jelas 

bahwa agenda pemerintah untuk beberapa tahun mendatang akan berfokus pada kegiatan 

tersebut. Perlu diketahui bahwa pada saat penulisan ini, rencana pemerintah dalam proses 

pemindahan Ibu Kota diresmikan sejak 18 Januari 2022 dengan disahkannya Undang-undang 

No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan kegiatan persiapan dan pemindahan 

dimulai pada saat groundbreaking yaitu pada 21-22 September 2023. Maka proses 

pembangunan telah berjalan selama delapan bulan 14 hari semenjak peletakkan batu pertama. 

Selama rentang waktu tersebut, pembangunan di Kalimantan Timur dilakukan tanpa henti 

untuk mengejar sasaran pembangunan, dimana salah satunya memuat kegiatan peringatan 

Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan konsep perencanaan 

Ibu Kota yang mengusung konsep kota hutan, berbagai macam prinsip dan pendekatan yang 

dimuat dalam dokumen-dokumen pemerintah sudah menjadikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan sebagai tulang punggung rancangan besar pemerintah dalam proses 

pembangunan Ibu Kota. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan di lapangan seringkali 

tidak mengindahkan kebijakan yang dibuat untuk melindungi baik lingkungan maupun proses 

pembangunan itu sendiri. Perlunya peningkatan kesadaran bahwa rencana yang baik, jika tidak 

diawasi, akan dieksekusi secara kurang baik. Maka oleh itu, sebagai masyarakat pemerhati, 

konsep-konsep hijau yang mendukung kelestarian alam tidak bisa hanya diterima sebagai 

bahan label komersial dalam mempromosikan program agenda pemerintah, dalam hal ini, 

pembangunan Ibu Kota. Penekanan terhadap jujur perencanaan dan penerapan menjadi sangat 

bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengusung konsep pembangunan berkelanjutan. 

Setelah mendalami secara keseluruhan rencana pemerintah terhadap negara Indonesia, 

dimulai dari Pemindahan Ibu Kota Hingga Peninjauan terkait Forest City. Penelitian ini 

menarik kesimpulan terkait dengan Pemindahan Ibu Kota perlu untuk diperhatikan lebih 

mendalam terutama dampak yang bisa terjadi terhadap daerah yang dituju sebagai Ibu Kota 

yang baru. Sebagaimana penjabaran dalam Bab II terkait hal tersebut, jawaban pemerintah 

dirasa kurang untuk bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat, pemerintah hanya 

menjabarkan sisi positif dari pemindahan dan terkesan tidak mengindahkan opini dari 
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masyarakat. Walaupun setelahnya didapati maksud pemerintah mengatakan bahwa Undang- 

Undang IKN telah disahkan adalah karena penjaminan perlindungan bagi masyarakat 

sebenarnya sudah diatur secara detail dalam peraturan tersebut, namun penyampaian akan hal 

ini masih kurang. Kekurangan penyuluhan terkait dengan hal ini sebenarnya bisa berdampak 

negatif karena seharusnya pemerintah bersifat terbuka. 

Selanjutnya terkait dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah yakni penerapan 

Konsep Forest City untuk mewujudkan keberlanjutan Indonesia Prinsip pembangunan 

berkelanjutan merupakan bukti bahwa masyarakat global menyadari dampak dari aktivitas 

manusia dan keinginan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai macam 

konfrensi dan pertemuan internasional diadakan dan tiap kali manusia sudah dekat dengan 

sebuah solusi yang muncul dari hasil perundingan selalu muncul tantangan baru lainnya. Meski 

demikian hal tersebut tidak serta merta membuat masalah dunia khususnya di bidang 

lingkungan, seketika saat muncul solusi dalam bentuk perjanjian, menjadi hilang dan 

terselesaikan. Masyarakat dunia telah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan jatuh 

bangun dan pembelajaran dari kesalahan hingga mereka tiba pada suatu Kesimpulan berupa 

Pembangungan Berkelanjutan. Meski sifatnya mendesak, dunia global seringkali 

mengesampingkan kepentingan lingkungan dengan dalih bahwa kegiatan ekonomi mereka 

dapat terganggu, namun demikian, banyak negara-negara mulai menyadari kegentingan dari 

permasalahan tersebut. 

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana, meski derap Langkah setiap negara 

dalam menerapkan Pembangunan berkelanjutan berbeda, niat dan tujuan dari setiap negara 

untuk menciptakan lingkungan dunia yang lebih baik tetaplah merupakan tanggung jawab 

bersama-sama. Jika tidak dimaknai seperti itu, maka tentunya kerusakan lingkungan, cepat atau 

lambat, akan memengaruhi negara lain di bumi ini dan dampaknya akan bertahan dalam waktu 

yang lama. Berbicara mengenai derap Langkah setiap negara, dunia internasional 

mengharapkan bahwa setiap negara memaknai prinsip Pembangunan berkelanjutan dalam 

bentuk hukum dan kebijakan yang mengikat Masyarakat nya masing-masing. Hal ini 

diwujudkan di Indonesia dengan berkembangnya hukum lingkungan dan pembahasan terkait 

Pembangunan berkelanjutan khususnya akhir-akhir ini dengan adanya megaproyek pemerintah 

dalam persiapan dan pemindahan Ibu Kota Negara. 

Meskipun aturan dan kebijakan yang keluar terkait lingkungan dan Ibu Kota Nusantara 

sudah ada dan bersifat menyeluruh, namun lingkup ruang yang dinaungi oleh hukum 
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lingkungan masih belum luas, ditambah dengan kurangnya peraturan penegakkan hukum 

lingkungan. Sebagai anggota Masyarakat kita perlu memahami kontribusi kita dalam 

menjalankan hukum dapat berupa ragam bentuk, salah satunya adalah bentuk pengawasan 

terhadap pemerintah. Sejauh ini, memang pemerintah sudah menjalankan tanggung jawab 

mereka dalam mendirikan simbol negara yang mendukung Pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia dalam bentuk Ibu Kota Nusantara yang baru. Namun perjalanan tersebut tidak tanpa 

tantangan yang memerlukan kontribusi tidak hanya bagi pemangku kepentingan, tapi juga kita 

semua sebagai Masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya, manfaat dari penerapan 

Pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya kita nikmati sekarang, tetapi juga bagi generasi 

Masyarakat Indonesia dimasa depan. 
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